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WALIKOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT
? PERATURAN WALIKOTA PARIAMAN
NOMOR 20 TAHUN 2022
TENTANG

PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA
TAHUN 2022
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PARIAMAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan
Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2022
Tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga
Belas Kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima
Pensiun, dan Penerima Tunjangan Tahun 2022, perlu
menetapkan Peraturan Walikota Tentang Pemberian
Tunjangan Hari Raya Kepala Desa dan Perangkat Desa
Tahun 2022;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang
Pembentukan Kota Pariaman di Provinsi Sumatera Barat
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002
Nomor 25);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5495);



5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang

Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun
2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014
tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6321);

. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang
Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan
dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8
Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa
yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5864);

. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16
Tahun 2022 Tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya
dan Gaji Ketiga Belas Kepada Aparatur Negara,
Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan
Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2022 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6787);

. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia
Nomor 84 Tahun 2015 Tentang Susunan Organisasi dan
Tata Kerja Pemerintahan Desa (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);

. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018
tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);



10. Peraturan Walikota Pariaman Nomor 49 Tahun 2018
tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kota

Pariaman Tahun 2018 Nomor 49);

11. Peraturan Walikota Pariaman Nomor 75 Tahun 2021
tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kota
Pariaman Tahun 2021 Nomor 75);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA KEPALA DESA DAN

PERANGKAT DESA TAHUN 2022
Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

18

2.

Daerah adalah Kota Pariaman.

Kepala Desa adalah Kepala Desa di Kota Pariaman.

. Perangkat Desa adalah unsur pembantu Kepala Desa dalam menjalankan

Pemerintahan Desa.

. Tunjangan Hari Raya adalah tambahan penghasilan bagi Kepala Desa dan

Perangkat Desa.

. Pensiunan adalah Aparatur Negara yang telah purna tugas dan diberi

penghargaan atas pengabdiannya kepada negara berupa manfaat pensiun

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

. Penerima Pensiun adalah ahli waris yang sah dari Aparatur Negara atau

Pensiunan, dan diberikan manfaat pensiun sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan.

. Penerima Tunjangan adalah warga negara yang memenuhi persyaratan

tertentu untuk menerima penghargaan dan/atau penghormatan dari negara
dalam bentuk pemberian Tunjangan sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan.

Pasal 2

Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal angka 3 terdiri atas:

1.
2.
3.

Sekretaris Desa;
Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum;

Kepala Urusan Keuangan;



4. Kepala Urusan Perencanaan;

5. Kepala Seksi Pemerintahan;

6. Kepala Seksi Kesejahteraan,

7. Kepala Seksi Pelayanan;

8. Kepala Kewilayahan/ Kepala Dusun.

Pasal 3

Pembayaran Tunjangan Hari Raya dengan memperhatikan Kemampuan

Keuangan Desa.

Pasal 4

(1) Pembayaran Tunjangan Hari Raya kepada Kepala Desa/ Perangkat Desa

harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

a.

Pada saat Peraturan Walikota ini di undangkan, telah melaksanakan
tugas pokok organisasi secara penuh dan terus-menerus paling
singkat selama 1 (satu) tahun sejak pengangkatan atau

penandatanganan perjanjian kerja;

. Pendanaan Tunjangan Hari Raya Kepala Desa/ Perangkat Desa

bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;

. Kepala Desa/ Perangkat Desa diangkat oleh pejabat yang memiliki

kewenangan dan/ atau telah menandatangani perjanjian kerja sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Dalam hal Kepala Desa/ Perangkat Desa belum melaksanakan tugas

pokok organisasi secara penuh 1 (satu) tahun sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) huruf a, Tunjangan Hari Raya dapat diberikan apabila telah

menandatangani perjanjian kerja dengan pejabat yang memiliki

kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

dan dalam perjanjian kerja dimaksud telah dinyatakan berhak menerima

Tunjangan Hari Raya.

Pasal 5

(1) Tunjangan Hari Raya di bayarkan paling cepat 10 (sepuluh) hari kerja
sebelum tanggal Hari Raya.

(2) Dalam hal Tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

belum dapat dibayarkan, Tunjangan Hari Raya dapat dibayarkan setelah
tanggal Hari Raya.



(3) Besaran Tunjangan Hari Raya yang dibayarkan yakni sebesar 1 (satu)

bulan penghasilan tetap yang diterima setiap bulannya.

Pasal 6

Tunjangan Hari Raya dikenakan pajak penghasilan sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

(1) Dalam hal Kepala Desa/ Perangkat Desa sesuai ketentuan dapat
menerima lebih dari 1 (satu) Tunjangan Hari Raya, Tunjangan Hari Raya
yang dibayarkan hanya 1 (satu) Tunjangan Hari Raya yang nilainya
paling besar.

(2) Dalam hal Kepala Desa/ Perangkat Desa sekaligus sebagai Pensiunan

| atau sebaliknya Pensiunan sekaligus sebagai Aparatur Negara sesuai
ketentuan dapat menerima lebih dari 1 (satu) Tunjangan Hari Raya,
Tunjangan Hari Raya yang dibayarkan hanya 1 (satu) Tunjangan Hari
Raya yang nilainya paling besar.

(3) Dalam hal Kepala Desa/ Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dan ayat (2) menerima lebih dari 1 (satu) Tunjangan Hari Raya,
kelebihan pembayaran Tunjangan Hari Raya tersebut merupakan utang
dan wajib mengembalikan kepada negara sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan.

(4) Dalam hal Kepala Desa/ Perangkat Desa sekaligus sebagai Penerima
Pensiun dan/atau sebagai Penerima Tunjangan, Tunjangan Hari Raya

yang dibayarkan:

a. Tunjangan Hari Raya sebagai Aparatur Negara; dan

b. Tunjangan Hari Raya sebagai Penerima Pensiun dan/atau Tunjangan
Hari Raya sebagai Penerima Tunjangan.

(5) Dalam hal Kepala Desa/ Perangkat Desa adalah Pensiunan sekaligus
‘ sebagai Penerima Pensiun dan/atau sebagai Penerima Tunjangan,
Tunjangan Hari Raya yang dibayarkan:
‘ a. Tunjangan Hari Raya sebagai Pensiunan; dan
| b. Tunjangan Hari Raya sebagai Penerima Pensiun dan/atau Tunjangan
) Hari Raya sebagai Penerima Tunjangan.
(6) Dalam hal Kepala Desa/ Perangkat Desa sebagai Penerima Pensiun
sekaligus sebagai Penerima Tunjangan, Tunjangan Hari Raya yang

dibayarkan:




a. Tunjangan Hari Raya sebagai Pensiunan; dan
b. Tunjangan Hari Raya sebagai Penerima Pensiun dan/atau Tunjangan
Hari Raya sebagai Penerima Tunjangan.

(6) Dalam hal Kepala Desa/ Perangkat Desa sebagai Penerima Pensiun
sekaligus sebagai Penerima Tunjangan, Tunjangan Hari Raya yang

dibayarkan:
a. Tunjangan Hari Raya sebagai Penerima Pensiun; dan

b. Tunjangan Hari Raya sebagai Penerima Tunjangan.

Pasal 8
Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan
Walikota ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kota

Pariaman.

Ditetapkan di Pariaman
pada tanggal as April 2022
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